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Article Info Abstract
Article History The rise of second hand goods transactions through social media has
created a fast, inexpensive, and accessible economic space. Nevertheless,
Received: it also produces a risk of criminalisation against buyers who temporarily
April 30, 2026 possess goods later alleged to originate from a crime. This article examines
legal protection for good faith purchasers in second-hand mobile phone
Accepted: transactions conducted through social media, particularly when the
June 28, 2026 transaction occurs through cash on delivery, the device is locked, the seller
applies pressure, and the buyer pays a down payment merely to avoid
Keywords: further conflict. This research applies a normative juridical method using
Receiving Stolen statutory, conceptual, and normative case-study approaches. The article
Goods, Good Faith argues that receiving stolen goods under Article 591 of Law Number 1 of
Purchaser, Social 2023 on the National Criminal Code cannot be established solely by
Media Transaction, physical possession. Investigators must prove the subjective element that
Defective Consent, the buyer knew or should reasonably have suspected that the goods
Electronic Evidence, originated from a crime. Defects of consent caused by intimidation,
Indonesian Criminal pressure, and deception may undermine the mens rea element.
Code Investigators must also verify the predicate crime, lawful owner, IMEI or item

identity, and electronic transaction records before directing a buyer as a
suspect. This article proposes a due-diligence-based evidentiary model and
stronger procedural safeguards to prevent the criminalisation of good faith
purchasers.

. PENDAHULUAN

Digitalisasi transaksi telah mengubah pola jual beli barang bekas. Media sosial tidak
lagi sekadar ruang komunikasi, tetapi telah menjadi pasar terbuka tempat barang bekas,
termasuk handphone second, ditawarkan secara langsung oleh pemilik akun kepada calon
pembeli. Sistem transaksi yang lazim digunakan adalah pertemuan langsung atau cash on
delivery (COD). Dalam praktik, model transaksi ini dipandang praktis karena pembeli dapat
melihat barang sebelum membayar, sedangkan penjual dapat menerima pembayaran
secara langsung.

Namun, dari sudut hukum pidana, transaksi semacam ini menimbulkan masalah
ketika barang yang dibeli atau dikuasai pembeli kemudian dinyatakan sebagai barang yang
diduga berasal dari tindak pidana. Pembeli yang semula berposisi sebagai konsumen dapat
berubah menjadi pihak yang diperiksa, ditakut-takuti, atau bahkan diarahkan sebagai
tersangka penadahan. Permasalahan menjadi lebih serius apabila aparat penegak hukum
hanya bertumpu pada penguasaan fisik barang tanpa menelusuri keadaan transaksi, asal-
usul barang, identitas pemilik sah, serta sikap batin pembeli pada saat transaksi.

Dalam KUHP Nasional, tindak pidana penadahan diatur dalam Pasal 591 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2023. Undang-undang ini telah berlaku sejak tanggal 2 Januari
2026 (BPK, 2023). Secara konseptual, delik penadahan tidak cukup dibaca sebagai delik
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penguasaan barang. Unsur yang menentukan adalah relasi antara perbuatan menguasai
barang dengan pengetahuan atau patut dugaan bahwa barang tersebut berasal dari tindak
pidana.

Artikel ini berangkat dari sebuah konstruksi kasus: seorang mahasiswa merespons
iklan handphone second melalui Facebook, bertemu langsung dengan penjual, memeriksa
barang, menemukan bahwa perangkat terkunci, lalu mengalami tekanan karena penjual
menuduhnya merusak barang. Dalam kondisi konflik, pembeli memanggil orang tua,
menyerahkan uang muka untuk meredakan keadaan, dan membawa handphone dengan
janji penjual akan membuka kuncinya. Keesokan harinya, pembeli didatangi polisi karena
handphone tersebut disebut sebagai barang hasil tindak pidana. Kronologi demikian
menimbulkan pertanyaan utama: apakah penguasaan sementara atas handphone cukup
untuk mengonstruksikan penadahan, atau justru pembeli harus dilindungi sebagai pembeli
beritikad baik yang menjadi korban tipu daya penjual?.

Tulisan ini menempatkan isu tersebut dalam kerangka akademik dan praktik. Secara
akademik, artikel ini menguji unsur mens rea penadahan, batasan “patut menduga”,
pengaruh cacat kehendak terhadap kehendak pidana, serta peran bukti elektronik. Secara
praktis, artikel ini menawarkan parameter pembelaan bagi advokat dan pendamping hukum
agar pembeli beritikad baik tidak dikriminalisasi melalui penafsiran yang terlalu luas terhadap
penadahan.

Kebaruan tulisan ini terletak pada upaya menghubungkan tiga bidang yang sering
dipisahkan dalam praktik, yaitu hukum pidana penadahan, doktrin cacat kehendak dalam
transaksi, dan pembuktian elektronik dalam jual beli melalui media sosial. Dengan
pendekatan tersebut, pembeli tidak dinilai semata-mata dari keberadaan barang dalam
penguasaannya, tetapi dari keseluruhan konteks transaksi dan kualitas kehendaknya pada
saat barang diterima.

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 1)
Bagaimana parameter hukum untuk menentukan apakah pembeli handphone second
melalui media sosial dapat dikualifikasikan sebagai pembeli beritikad baik dalam konteks
dugaan tindak pidana penadahan? 2) Bagaimana pengaruh cacat kehendak berupa
tekanan, intimidasi, atau tipu daya penjual terhadap pembuktian unsur mengetahui atau
patut menduga dalam Pasal 591 KUHP Nasional? 3) Bagaimana kedudukan bukti elektronik
dan pembuktian tindak pidana asal dalam melindungi pembeli beritikad baik dari
kriminalisasi penadahan? 4) Bagaimana perlindungan prosedural yang seharusnya
diberikan kepada pembeli yang diperiksa sebagai saksi atau terlapor dalam perkara dugaan
penadahan?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis parameter objektif dan subjektif pembeli
beritikad baik dalam transaksi barang bekas melalui media sosial; menilai pengaruh
tekanan, intimidasi, dan tipu daya terhadap pemenuhan unsur mens rea penadahan; serta
merumuskan model pembuktian yang proporsional bagi penyidik, advokat, dan masyarakat.

Secara teoretis, penelitian ini bermanfaat untuk memperkuat pemahaman tentang
batas antara penguasaan barang secara faktual dan kesalahan pidana. Secara praktis,
penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pembelaan hukum terhadap pembeli yang secara
nyata tidak mengetahui asal-usul barang, tetapi terjebak dalam transaksi bermasalah.

. KERANGKA TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL
A. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dalam konteks ini mencakup perlindungan preventif dan
represif. Perlindungan preventif bertujuan mencegah pembeli beritikad baik dikriminalisasi
sebelum seluruh unsur delik terbukti, sedangkan perlindungan represif berfungsi memberi
mekanisme keberatan, pengawasan, dan pemulihan apabila proses pemeriksaan dilakukan
secara tidak proporsional. Dalam negara hukum, perlindungan hukum tidak hanya diberikan
setelah seseorang dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan, tetapi harus hadir sejak tahap
penyelidikan dan penyidikan.
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B. Konsep Itikad Baik dalam Transaksi

Itikad baik adalah keadaan batin dan perilaku objektif seseorang yang
menunjukkan kehati-hatian, kejujuran, dan tidak adanya maksud mengambil keuntungan
dari perbuatan melawan hukum. Dalam transaksi barang bekas melalui media sosial, itikad
baik tidak dapat dinilai semata-mata dari hasil akhir bahwa barang ternyata bermasalah.
Penilaian harus diletakkan pada saat transaksi dilakukan: apakah pembeli memperoleh
informasi secara terbuka, bertanya tentang kelengkapan barang, bertemu penjual secara
wajar, membayar harga yang tidak terlalu menyimpang dari pasar, dan tidak
menyembunyikan transaksi.

C. Mens Rea dan Prinsip Kesalahan

Hukum pidana modern bertumpu pada prinsip bahwa seseorang hanya layak
dipidana jika terdapat perbuatan yang dilarang dan kesalahan yang dapat dicela. Dalam
delik penadahan, unsur kesalahan tampak melalui frasa “diketahui atau patut diduga”. Frasa
ini mengharuskan penyidik membuktikan keadaan batin atau setidak-tidaknya keadaan
objektif yang membuat orang wajar seharusnya curiga bahwa barang berasal dari tindak
pidana. Dengan demikian, “patut menduga” tidak boleh diubah menjadi dugaan subjektif
penyidik setelah mengetahui bahwa barang bermasalah.

D. Cacat Kehendak dalam Transaksi

Dalam hukum perdata, kesepakatan yang lahir dari kekhilafan, paksaan, atau
penipuan dapat dipersoalkan sebagai cacat kehendak. Pasal 1320 KUHPerdata
mensyaratkan kesepakatan sebagai syarat sah perjanjian, sedangkan Pasal 1321
KUHPerdata menegaskan bahwa tidak ada kesepakatan yang sah apabila diberikan karena
kekhilafan, paksaan, atau penipuan. Dalam perkara penadahan, konsep cacat kehendak
penting karena dapat menjelaskan bahwa pembayaran uang muka atau penguasaan barang
bukan lahir dari kehendak bebas untuk membeli barang hasil kejahatan, melainkan dari
keadaan tertekan.

lll. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau yuridis normatif.
Bahan hukum yang dianalisis terdiri atas bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan KUHP Nasional, KUHAP, KUHPerdata, dan hukum
informasi serta transaksi elektronik; bahan hukum sekunder berupa literatur hukum pidana,
doktrin pertanggungjawaban pidana, dan teori perlindungan hukum; serta bahan hukum
tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan
konseptual, dan pendekatan kasus normatif. Pendekatan perundang-undangan digunakan
untuk membaca norma Pasal 591 KUHP Nasional, ketentuan bukti elektronik, dan prinsip
pemeriksaan dalam hukum acara pidana. Pendekatan konseptual digunakan untuk
menjelaskan mens rea, kesalahan, itikad baik, dan cacat kehendak. Pendekatan kasus
normatif digunakan untuk mengonstruksi peristiwa transaksi handphone second melalui
media sosial sebagai ilustrasi penerapan norma hukum.

Analisis dilakukan secara kualitatif dengan cara menafsirkan norma, membandingkan
unsur delik dengan fakta kasus, menguji kekuatan dan kelemahan pembuktian, serta
merumuskan parameter perlindungan hukum. Penelitian ini tidak bertujuan menentukan
kesalahan faktual seseorang secara definitif, melainkan menyusun kerangka hukum untuk
menilai apakah pembeli dapat dikualifikasikan sebagai penadah atau justru sebagai pembeli
beritikad baik yang patut dilindungi.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Konstruksi Delik Penadahan dalam KUHP Nasional

Pasal 591 KUHP Nasional mengatur perbuatan yang secara umum dikenal sebagai
penadahan. Rumusan normanya mencakup perbuatan membeli, menyewa, menukar,
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menerima gadai, menerima hadiah, menyimpan, menyembunyikan, atau mengambil
keuntungan dari benda yang diketahui atau patut diduga diperoleh dari tindak pidana.
Dengan demikian, delik ini mempunyai dua lapis pembuktian. Lapis pertama adalah
pembuktian perbuatan lahiriah berupa penguasaan, penerimaan, penyimpanan, pembelian,
atau tindakan sejenis. Lapis kedua adalah pembuktian sikap batin bahwa pelaku
mengetahui atau patut menduga barang tersebut berasal dari tindak pidana (UU No. 1/2023,
2023).

Kekeliruan yang sering terjadi dalam praktik adalah menyederhanakan penadahan
menjadi sekadar “barang ditemukan pada seseorang”. Padahal, penguasaan fisik atas
barang hanyalah pintu masuk pemeriksaan, bukan bukti lengkap penadahan. Penyidik tetap
wajib menelusuri apakah barang tersebut benar berasal dari tindak pidana, apakah barang
yang ditemukan identik dengan barang milik korban, serta apakah orang yang menguasai
barang memiliki pengetahuan atau kecurigaan yang patut tentang asal-usul barang.Dalam
konteks handphone second, pembuktian tindak pidana asal dapat dilakukan melalui laporan
korban, bukti pembelian, dus atau invoice, IMEI, serial number, akun digital yang melekat
pada perangkat, keterangan saksi, rekam jejak lokasi, dan keterangan pihak yang
menguasai barang sebelumnya. Tanpa penelusuran tersebut, tuduhan bahwa barang
berasal dari tindak pidana hanya berupa asumsi.

B. Parameter Pembeli Beritikad Baik dalam Transaksi Media Sosial
Transaksi melalui media sosial tidak otomatis membebaskan pembeli dari tanggung
jawab hukum. Namun, transaksi yang dilakukan secara terbuka dapat menjadi indikator kuat
bahwa pembeli tidak sedang berhubungan dengan jaringan penadahan yang lazimnya
bergerak secara tertutup. Parameter itikad baik harus dibangun dari gabungan unsur objektif
dan subjektif.
Tabel 1. Parameter Pembeli

Parameter Indikator Itikad Baik Relevansi Pembuktian

Sumber transaksi  Barang diiklankan terbuka di Menunjukkan transaksi tidak
media sosial, bukan ditawarkan dirancang sebagai transaksi
sembunyi-sembunyi. gelap.

Komunikasi Ada chat, pesan, panggilan, Menjadi jejak elektronik untuk
atau bukti komunikasi dengan menelusuri niat dan kehati-hatian
penjual. pembeli.

Pemeriksaan Pembeli menanyakan kondisi, Membuktikan pembeli melakukan

barang kelengkapan, fungsi, akun, dan  due diligence wajar.
identitas barang.

Harga Harga tidak terlalu menyimpang Harga wajar melemahkan dugaan
dari harga pasar barang second pembeli seharusnya curiga.
sejenis.

Tempat transaksi  Pertemuan dilakukan langsung  Melemahkan pola transaksi
dan tidak dirahasiakan. penadahan yang tertutup.

Sikap setelah Pembeli kooperatif, Menunjukkan tidak ada kehendak

diketahui menunjukkan chat, menyembunyikan atau menikmati

bermasalah menyerahkan barang, dan hasil kejahatan.

menjelaskan penjual.

Dalam kasus ilustratif, beberapa parameter tersebut terpenuhi: handphone
ditawarkan melalui Facebook, pembeli datang untuk COD, pembeli memeriksa barang, dan
ketika terjadi masalah pembeli memanggil orang tua untuk menengahi. Fakta-fakta ini tidak
menutup kemungkinan adanya kelalaian, tetapi cukup kuat untuk membantah adanya niat
jahat atau pengetahuan bahwa barang berasal dari tindak pidana.

Sebaliknya, keadaan yang dapat memperkuat dugaan “patut menduga” antara lain
harga sangat tidak wajar, penjual menolak memberikan identitas apa pun, IMEI sengaja
dihapus, transaksi dilakukan di tempat tersembunyi, pembeli berulang kali membeli barang
serupa dari sumber tidak jelas, atau pembeli tetap membeli meskipun telah diberitahu

Wijaya, dkk Perlindungan Hukum Terhadap, hal 66-73 69




Collegium Studiosum Journal Vol. IX, No. 1, Juni 2026
e-ISSN 2797-3751 dan p-ISSN 2797-4332
http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj

bahwa barang bermasalah. Tanpa indikator-indikator demikian, frasa “patut menduga” tidak
boleh diterapkan secara otomatis.

C. Cacat Kehendak dan Lemahnya Mens Rea Pembeli

Dalam konstruksi kasus, setelah handphone terkunci, penjual justru marah, menuduh
pembeli merusak barang, dan menekan agar pembeli tetap membayar uang muka. Penjual
juga disebut menggunakan klaim otoritas sosial, misalnya mengaku sebagai Ketua RT,
untuk memperkuat tekanan. Keadaan demikian perlu dibaca sebagai situasi yang merusak
kebebasan kehendak pembeli.

Dari sudut hukum perdata, pembayaran uang muka dalam keadaan tertekan tidak
dapat disamakan dengan persetujuan jual beli yang sepenuhnya bebas. Pasal 1320 dan
1321 KUHPerdata memberi dasar bahwa kesepakatan harus lahir dari kehendak yang
bebas dari paksaan atau penipuan. Dalam kerangka pidana, keadaan ini relevan untuk
menilai apakah pembeli benar-benar memiliki kehendak untuk membeli barang hasil tindak
pidana, atau hanya berusaha keluar dari konflik yang diciptakan penjual (KUHPerdata,
1847).

Cacat kehendak tidak secara otomatis menjadi alasan penghapus pidana dalam
semua keadaan. Namun, dalam perkara penadahan, cacat kehendak dapat melemahkan
pembuktian mens rea. Jika pembeli tidak membeli dengan kehendak bebas, tidak
mengetahui asal-usul barang, dan menyerahkan uang muka karena tekanan, maka
penyerahan DP tidak seharusnya dibaca sebagai tindakan sadar untuk memperoleh
keuntungan dari barang hasil tindak pidana.

D. Pembuktian Tindak Pidana Asal dan Identitas Barang

Delik penadahan tidak dapat dilepaskan dari tindak pidana asal. Barang yang
menjadi objek penadahan harus terlebih dahulu dapat dihubungkan secara rasional dan sah
dengan tindak pidana tertentu, seperti pencurian, penggelapan, atau penipuan. Dalam
konteks ini, penyidik tidak harus menunggu pelaku tindak pidana asal dihukum terlebih
dahulu, tetapi tetap wajib memiliki bukti awal yang kuat bahwa barang memang berasal dari
tindak pidana.

Untuk handphone, pembuktian identitas barang menjadi sangat penting. Handphone
memiliki identitas teknis berupa IMEI dan serial number. Jika korban mengaku kehilangan
handphone, maka penyidik perlu membandingkan IMEI, bukti pembelian, akun yang
melekat, atau data lain untuk memastikan bahwa handphone yang dikuasai pembeli benar
sama dengan handphone yang dilaporkan. Tanpa kecocokan tersebut, hubungan antara
barang yang dikuasai pembeli dan tindak pidana asal menjadi lemah.

Tabel 2. Isu Pembuktian

Isu Yang Harus Dijelaskan Penyidik Risiko Jika Tidak Dibuktikan

Pembuktian

Pemilik sah Siapa korban atau pemilik Barang belum tentu hasil
handphone dan bukti tindak pidana atau belum tentu
kepemilikannya. milik korban.

Tindak pidana  Apakah berasal dari pencurian, Penadahan kehilangan dasar

asal penggelapan, penipuan, atau tindak karena predicate crime tidak
pidana lain. jelas.

Identitas Kecocokan IMEl/serial number, akun, Barang yang disita belum tentu

barang dus, invoice, atau tanda khusus. sama dengan barang yang

dilaporkan.

Rantai Bagaimana barang berpindah dari Hubungan pembeli dengan

penguasaan korban ke penjual lalu ke pembeli. kejahatan asal tidak terbukti.

Sikap batin Apa bukti pembeli tahu atau patut Unsur mens rea tidak

pembeli menduga barang hasil tindak pidana. terpenuhi.
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Dengan demikian, pernyataan bahwa “HP ini curian” tidak cukup sebagai dasar
pemidanaan. Pernyataan tersebut harus ditopang oleh alat bukti yang sah dan diuji melalui
keterkaitan antara barang, korban, tindak pidana asal, penjual, dan pembeli.

E. Bukti Elektronik sebagai Alat Pembelaan

Dalam transaksi media sosial, bukti elektronik sering kali menjadi alat pembelaan
paling penting bagi pembeli. Screenshot iklan, profil penjual, percakapan, waktu komunikasi,
lokasi COD, bukti transfer atau pembayaran DP, rekaman suara, foto barang, dan riwayat
panggilan dapat menunjukkan bahwa pembeli bertindak terbuka dan tidak menyembunyikan
transaksi.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengakui Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik beserta hasil cetaknya sebagai alat bukti hukum yang sah. UU
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik masih berlaku dengan
perubahan terakhir melalui UU Nomor 1 Tahun 2024. Dalam konteks penegakan hukum,
Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 20/PUU-XIV/2016 juga menegaskan batasan
penting penggunaan informasi elektronik sebagai alat bukti dalam proses penegakan
hukum.

Karena itu, penyidik tidak boleh hanya memilih bukti yang memberatkan, misalnya
keberadaan barang di tangan pembeli, tetapi harus pula menilai bukti elektronik yang
meringankan. Jika chat menunjukkan pembeli menanyakan kelengkapan, meminta
penjelasan, atau justru ditekan oleh penjual, maka bukti tersebut harus dipertimbangkan
sebagai bukti yang melemahkan unsur “patut menduga”.

Agar bukti elektronik bernilai kuat, advokat atau pendamping perlu segera
mengamankan data asli, membuat screenshot lengkap termasuk tanggal dan akun,
mencatat tautan profil penjual, menyimpan nomor telepon, menyimpan bukti pembayaran,
serta menghindari penghapusan percakapan. Apabila diperlukan, bukti elektronik dapat
dituangkan dalam berita acara, legalisasi notaris, atau pemeriksaan digital forensik untuk
memperkuat autentisitasnya.

F. Perlindungan Prosedural dalam Pemeriksaan

Perlindungan pembeli beritikad baik tidak hanya terletak pada hukum materiil, tetapi
juga pada hukum acara. KUHAP baru, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, mulai berlaku pada 2 Januari 2026 dan
mencabut UU Nomor 8 Tahun 1981. Materi pokoknya meliputi penguatan hak tersangka,
terdakwa, terpidana, saksi, korban, dan penyandang disabilitas; penyempurnaan
kewenangan penyelidik, penyidik, dan penuntut umum; perubahan pengaturan upaya paksa;
penguatan praperadilan; serta penguatan peran advokat (BPK, 2025).

Dalam perkara dugaan penadahan, status hukum orang yang diperiksa harus jelas.
Jika seseorang hanya berstatus saksi, maka pemeriksaan harus dilakukan untuk
memperoleh keterangan dan setelah selesai ia tidak boleh diperlakukan seperti tersangka
tanpa dasar yang sah. Apabila dilakukan tindakan paksa seperti penangkapan, penyidik
wajib menjelaskan dasar administrasi dan dasar alat bukti yang mendukung tindakan
tersebut.

Prinsip ini penting karena tuduhan penadahan sering kali digunakan secara
menekan. Orang yang tidak paham hukum dapat ditakut-takuti bahwa penguasaan barang
otomatis membuatnya bersalah. Padahal, hukum acara pidana menuntut kejelasan status,
perlindungan dari tekanan, hak untuk didampingi penasihat hukum, hak membaca dan
memperbaiki berita acara pemeriksaan, serta hak untuk tidak dipaksa mengakui perbuatan
yang tidak dilakukan.

G. Model Analisis dan Rekomendasi Pembuktian

Agar perkara penadahan tidak menimbulkan kriminalisasi terhadap pembeli beritikad
baik, diperlukan model analisis berlapis. Model ini dapat digunakan oleh penyidik, advokat,
akademisi, dan masyarakat dalam menilai apakah suatu transaksi layak diarahkan sebagai
penadahan atau sebagai sengketa/korban transaksi bermasalah.
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Tabel 3. Model Analisis

Tahap Analisis

Pertanyaan Kunci

Konsekuensi Hukum

Tahap 1: Asal
barang

Tahap 2: Identitas
barang

Tahap 3: Rantai
penguasaan

Tahap 4: Sikap

Apakah barang terbukti
berasal dari tindak pidana
tertentu?

Apakah barang yang dikuasai
pembeli identik dengan barang
milik korban?

Bagaimana barang berpindah
dari korban ke penjual lalu ke
pembeli?

Apakah pembeli tahu atau

Jika tidak jelas, penadahan belum
kuat.

Perlu kecocokan IMEl/serial
number/bukti kepemilikan.

Ketiadaan rantai melemahkan
hubungan pembeli dengan tindak
pidana asal.

Harus dibuktikan melalui indikator

batin pembeli patut menduga asal barang? objektif, bukan asumsi.
Tahap 5: Kondisi  Apakah ada tekanan, tipu Dapat melemahkan mens rea dan
transaksi daya, atau cacat kehendak? mendukung status korban/saksi.
Tahap 6: Bukti Apakah chat, iklan, dan bukti Harus dinilai sebagai bukti
elektronik pembayaran mendukung itikad meringankan.

baik?
Tahap 7: Apakah status, hak, dan dasar Jika tidak, dapat ditempuh
Prosedur upaya paksa dijelaskan? keberatan, pengawasan, atau
pemeriksaan praperadilan sesuai konteks.

Dalam kasus ilustratif, hasil analisis berlapis tersebut cenderung menunjukkan
bahwa pembeli lebih tepat diposisikan sebagai saksi atau korban transaksi bermasalah,
bukan sebagai tersangka penadahan. Kesimpulan ini tentu tetap bergantung pada bukti
konkret, tetapi arah pembuktiannya harus dimulai dari penjual dan asal-usul barang, bukan
langsung dari pembeli yang menguasai barang akibat tekanan keadaan.

V. KESIMPULAN

Penadahan dalam Pasal 591 KUHP Nasional tidak dapat dibuktikan hanya dengan
penguasaan fisik atas barang. Penyidik tetap harus membuktikan bahwa barang berasal dari
tindak pidana dan bahwa pembeli mengetahui atau patut menduga asal-usul tersebut pada
saat barang diterima.

Pembeli handphone second melalui media sosial dapat dikualifikasikan sebagai
pembeli beritikad baik apabila transaksi dilakukan secara terbuka, pembeli menanyakan
kondisi dan kelengkapan barang, harga tidak menyimpang secara ekstrem dari harga pasar,
terdapat jejak komunikasi, dan pembeli kooperatif ketika barang kemudian dinyatakan
bermasalah.

Cacat kehendak berupa tekanan, intimidasi, tipu daya, atau manipulasi otoritas oleh
penjual dapat melemahkan pembuktian mens rea. Pembayaran DP dalam kondisi konflik
tidak boleh otomatis diartikan sebagai persetujuan bebas untuk membeli barang hasil
kejahatan.

Bukti elektronik berupa iklan, chat, bukti pembayaran, profil penjual, dan riwayat
komunikasi memiliki kedudukan penting sebagai alat pembelaan. Bukti tersebut harus dinilai
tidak hanya untuk menemukan penjual, tetapi juga untuk menguiji itikad baik pembeli.

Perlindungan prosedural dalam pemeriksaan harus menjamin kejelasan status hukum,
hak pendampingan, pemeriksaan tanpa tekanan, hak membaca BAP, serta keharusan
penyidik menunjukkan dasar administrasi dan alat bukti apabila dilakukan tindakan paksa.

Kepolisian perlu menyusun pedoman teknis penanganan perkara penadahan barang
elektronik second-hand yang mewajibkan penyidik memeriksa tindak pidana asal, identitas
pemilik sah, IMEl/serial number, dan bukti elektronik sebelum menetapkan pembeli sebagai
tersangka. Penyidik perlu menggunakan pendekatan proporsional: pembeli yang kooperatif,
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memiliki jejak transaksi terbuka, dan tidak menunjukkan indikator mengetahui barang hasil
kejahatan seharusnya lebih dahulu diposisikan sebagai saksi atau korban, bukan tersangka.

Advokat perlu segera mengamankan bukti elektronik, membuat kronologi tertulis,
meminta kejelasan status hukum klien, dan meminta gelar perkara apabila penyidik tetap
mengarahkan perkara sebagai penadahan tanpa pembuktian tindak pidana asal yang
memadai. Masyarakat yang membeli barang bekas melalui media sosial sebaiknya
memeriksa identitas penjual, menyimpan chat, meminta bukti kepemilikan, memeriksa IMEI
jika memungkinkan, melakukan transaksi di tempat aman, dan tidak menghapus bukti
komunikasi setelah transaksi. Perguruan tinggi hukum perlu mengembangkan kajian lebih
lanjut mengenai batas “patut menduga” dalam penadahan barang elektronik, khususnya
dalam transaksi digital yang mempertemukan pelaku usaha informal, konsumen, dan risiko
kejahatan siber.
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